BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN DAERAH ANEKA
USAHA LABA JAYA UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesawaran Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Perseroan Daerah Aneka Usaha Laba
Jaya Utama dalam pelaksanaannya memerlukan
regulasi terkait Tata Kelola Badan Usaha Milik
Daerah Perseroan Daerah Aneka Usaha Laba Jaya
Utama;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Usaha
Milik Daerah Perseroan Daerah Aneka Usaha Laba
Jaya Utama;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Rebulik Indonesia Nomor 6398);



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lemabaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6173);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran
Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor
18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pesawaran Nomor 61);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha
Milik Daerah Perseroan Daerah Aneka Usaha Laba
Jaya Utama (Lembaran Daerah Kabupaten
Pesawaran Tahun 2017 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG TATA
KELOLA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN
DAERAH ANEKA USAHA LABA JAYA UTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.

1.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Bupati adalah Bupati Pesawaran.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran.

Perseroan Daerah adalah Perseroan Daerah Aneka Usaha Laba Jaya Utama.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah
Perseroan Daerah Aneka Usaha Laba Jaya Utama.

Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat
Umum Pemegang Saham Badan Usaha Milik Daerah.

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan
secara tuntun atau khusus serta memberikan arahan kepada direksi dalam
menjalankan perseroan.

Komisaris adalah pemegang saham perseroan yang diangkat melalui RUPS.
Direksi adalah Direksi Perseroan Daerah.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disingkat
RUPSLB adalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibentuk dan bertugas
dalam ranka menyelesaikan masalah-masalah perusahaan yang sifatnya
mendesak.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah APBD Kabupaten Pesawaran.

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal
dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.

Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan
BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi
internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai
BUMD.

Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan perseroan Daerah dalam
rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar
manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham
oleh masyarakat.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang
mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan
kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseirnbangan
hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II
PENATAKELOLAAN

Bagian Kesatu



(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

Umum
Pasal 2
Bupati berkedudukan sebagai pemegang saham.
Bupati mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara

lain:

a. Perubahan anggaran dasar;

b. pengalihan aset tetap;

c. kerja sama;

d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak
perusahaan dan/atau penyertaan modal,

e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal
kapitalisasi cadangan, keuntungan evaluasi aset, dan agio saham;

f. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris,dan Direksi;

g. penghasilan Komisaris dan Direksi;

h. penetapan besaran penggunaan laba;

I. pengesahan laporan tahunan;

j. penggabungan, pemisahan peleburan, pengambilalihan, dan

pembubaran BUMD;dan
k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari

jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau
lebih.

Pasal 3
Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan
mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan.

Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
kebijakan BUMD meliputi:

a. penyertaan modal;

b. subsidi;

Cc. penugasan;

d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
dan

e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada

BUMD.
Pasal 4

Kewenangan mengambil keputusan dapat dilimpahkan kepada
pejabat perangkat daerah.

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara
lain:



perubahan anggaran dasar;

pengalihan aset tetap;

kerja sama;

investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak
perusahaan dan/atau penyertaan modal;

e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal
kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;

f. pengangkatan dan pemberhentian, Komisaris, dan Direksi;
g. penghasilan Komisaris dan Direksi;

h. penetapan besaran penggunaan laba;

I. pengesahan laporan tahunan;

j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan
pembubaran BUMD;dan

K. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari
jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau
lebih.

(3) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil
pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

(4) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan:

a. target kinerja BUMD;

b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
sesuai jenis bidang usaha; dan

c. laporan keuangan BUMD;

d. Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif
pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 5
(1) Perseroan Daerah dapat digabungkan dan dileburkan dengan BUMD lainnya.

(2) Perseroan Daerah dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha
lainnya.

Pasal 6

Penatakelolaan Perseroan Daerah dilakukan oleh organ BUMD.



Pasal 7

Penatakelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(4)

(5)

Bagian Kedua
Anggaran Dasar

Pasal 8

Anggaran dasar perusahaan perseroan Daerah dinyatakan dalam akta
notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggaran dasar perusahaan perseroan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. nama dan tempat kedudukan;

b. maksud dan tujuan;

c. kegiatan usaha;

d. jangka waktu berdiri;

e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;

f. jumlah saham;

g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak
yang melekat pada setiap saham;

h. nilai nominal setiap saham;

i. nama jabatan dan jurnlah anggota Kornisaris dan anggota Direksi;

j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota
Komisaris dan anggota Direksi;

. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;

m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan

n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Ketiga
Kerja Sama

Pasal 9
BUMD dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
Prinsip kerja sama BUMD adalah saling menguntungkan.

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk
meningkatkan efektifitas kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMD.

Peningkatan efektifitas kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam naskah studi kelayakan.

Dalam hal inisiasi kerja sama berasal dari Perseroan Daerah di Kabupaten
Pesawaran maka Direksi membuat studi kelayakan.

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disusun oleh tim
perguruan tinggi dan/atau lembaga profesional.



(7)

(8)

(4)

(9)

(6)

(7)

Dalam hal inisiasi kerja sama berasal dari pihak ketiga maka Direksi menilai
studi kelayakan yan diajukan.

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
a. Penerimaan inisiasi kerja sama; atau
b. Penolakan inisiasi kerja sama.

Pasal 10

Pelaksanaan kerja sama BUMD dengan pihak lain merupakan kewenangan
Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.

Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki BUMD,
kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.

Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah
dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada
perusahaan Perseroan Daerah dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih
dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.

Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku

ketentuan:

a. disetujui oleh RUPS luar biasa;

b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;

c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang
berasal dari Penyertaan Modal Daerah; dan

d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

BUMD memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah
lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.

Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk
melaksanakan kerja sama.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja saran BUMD dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Komisaris melalukan pengawasan atas kerja sama yang dilakukan oleh Direksi.

(1)
(2)

Pasal 12

Komisaris menyampaikan hasil pengawasan terhadap kerja sama kepada
RUPS.

Kerja sama yang dilakukan oleh BUMD dilaporkan kepada Bupati sekurang-
kurangnya setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Keempat
Pegawai

Pasal 13



Pegawai BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian,
kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 14

(1) Pegawai BUMD memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai
dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.

(2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai BUMD sesuai dengan
rencana kerja dan anggaran BUMD.

(3) Penghasilan pegawai BUMD paling banyak terdiri atas:
a. gaji;
b. tunjangan;
c. fasilitas; dan/atau
d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai BUMD
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

BUMD wajib mengikutsertakan pegawai BUMD pada program jaminan
kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUMD melaksanakan program
peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 17

Pegawai BUMD dilarang menjadi pengurus partai politik.

Bagian Kelima
Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 18

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun.

(2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
b. kondisi BUMD saat ini;
c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan penetapan
visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.



(3)

(4)

()

(6)

(2)

(3)

Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk
ditandatangani bersama.

Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan
kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar
perjanjian kontrak kinerja.

Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada
Menteri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan
penjabaran tahunan dari rencana bisnis.

Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Komisaris paling
lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.

Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Komisaris
disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran
BUMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)
(2)

(3)

(4)

Paragraf 2
Operasional

Pasal 21
Operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.

Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh
Komisaris.

Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan
secara berkesinambungan.

Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling sedikit memuat aspek:

organ;

organisasi dan kepegawaian;

keuangan;

pelayanan pelanggan;

resiko bisnis;

pengadaan barang dan jasa;

pengelolaan barang;

R™MO Q0T



(9)

(6)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

h. pemasaran; dan
i. pengawasan.

Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian
BUMD.

Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Pelaporan

Pasal 22
BUMD menyusun dan menyerahkan laporan secara berkala.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi laporan
keuangan dan laporan pelaksanaan operasional.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Bagian Keenam
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 23

Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan
Yang Baik.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas prinsip:

a. transparansi;

b. akuntabilitas;

c. pertanggungjawaban;

d. kemandirian; dan

e. kewajaran.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) bertujuan untuk:
a. mencapai tujuan BUMD;

b. mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang
kuat, baik secara nasional maupun internasional,

c. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif,
serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ
BUMD;

d. mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan
menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung
jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian
lingkungan di sekitar BUMD;



(4)

()

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

e. meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional; dan

f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi
nasional.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2
(dua) tahun setelah BUMD didirikan.

Bagian Ketujuh
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 24

Pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan
prinsip efisiensi dan transparansi.

Ketentuan m engenai pengadaan barang dan jasa BUMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pinjaman

Pasal 25

BUMD dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri
untuk pengembangan usaha dan investasi.

Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan
jaminan, aset BUMD yang berasal dari hasil usaha BUMD dapat dijadikan

jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Dalam hal BUMD melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman BUMD dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Komisaris

Pasal 26
Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan
kepada RUPS.



(3)

(4)

()

(6)

(2)

(3)

(4)

()

(6)
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Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan
berkenaan.

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BUMD
ditutup.

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh
RUPS.

Dalam hal Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya
secara tertulis.

Ketentuan lebih Ianjut mengenai tata cara penyampaian dan
penyebarluasan laporan tahunan atau Komisaris dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 27

Laporan direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan
laporan tahunan.

Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang
disampaikan kepada Komisaris.

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan
keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani
bersama Direksi dan Komisaris.

Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS
paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat
15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) disahkan oleh RUPS.

Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara
tertulis.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi
laporan tahunan Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 3
Laporan Tahunan



Pasal 28

Laporan tahunan bagi perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
perseroan terbatas.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

BAB VI
PENGGUNAAN LABA

Bagian Kesatu
Penggunaan Laba

Pasal 29

BUMD wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku
untuk cadangan.

Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari
jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.

Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai
jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan
untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Pasal 30

Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk
cadangan sebagaimana diputuskan oleh RUPS.

Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan wuntuk cadangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang
saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila
Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Pasal 31

Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan
berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih
kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan
wajib.

Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh
mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi
kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.



(4)
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(1)

(2)

Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah
memperoleh persetujuan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada
ayat (2) dan ayat (3).

Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita
kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh
pemegang saham kepada Perseroan.

Direksi dan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas
kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan
dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 32

Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam
cadangan khusus.

RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke
dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh)

tahun akan menjadi hak Perseroan.

Pasal 33

Dividen BUMD yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah
disahkan oleh RUPS.

(1)

(2)

(1)
(2)

Bagian Kedua

Penggunaan Laba BUMD
Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 34

BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara
menyisihkan sebagian laba bersih.

Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha

mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB VII
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 35
BUMD dapat membentuk anak perusahaan.
Dalam membentuk anak perusahaan, BUMD dapat bermitra dengan:

a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
b. badan usaha swasta yang berbadan hokum Indonesia.



(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:

a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan
publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan
pengecualian;

b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor
akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan

d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai
paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung
secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.

Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi persyaratan:
a. disetujui oleh RUPS;

b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan
sebagai pemegang saham pengendali;

c. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan
sehat;

d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan

e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD
yang berasal dari penyertaan modal Daerah.

Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan
kepemilikan saham BUMD di anak perusahaan dilakukan dengan
persetujuan oleh RUPS.

BAB III
PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA BUMD

Pasal 36

Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk
mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan  fungsi
kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan
tujuan BUMD.

Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh
pemberi penugasan dan BUMD sebelum mendapatkan persetujuan dari
RUPS.

Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung
dengan pendanaan.

Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
a. penyertaan modal Daerah;

b. subsidi;

c. pemberian pinjaman; dan/atau



(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

(4)

d. hibah.

BUMD yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan
pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan
dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada
RUPS.

Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

BUMD dapat menerima dan melaksanakan penugasan dari Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
EVALUASI, RESTRUKTURISASI, PERUBAHAN
BENTUK HUKUM, DAN PRIVATISASI

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 37

Evaluasi BUMD dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan
realisasi.

Evaluasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-
kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:

a. BUMD;

b. Pemerintah Daerah;

c. Lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya
meliputi:
a. penilaian kinerja;
b. penilaian tingkat kesehatan; dan
c. penilaian pelayanan.
Pasal 38

Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja BUMD.

Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh BUMD dan
disampaikan kepada RUPS.

Penilaian tingkat kesehatan BUMD menjadi dasar evaluasi BUMD.

Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.



()

(1)

(4)

Ketentuan lebih lanjut menenai evaluasi dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Restrukturisasi

Paragraf 1
Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 39

Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan
BUMD agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan,
dan profesional.

Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

a. meningkatkan kinerja dan nilai BUMD;

b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan
Daerah; dan/ atau

c. Menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif
kepada konsumen.

Restrukturisasi dilakukan terhadap BUMD yang terus menerus
mengalami  kerugian dan  kerugian = tersebut mengancam
kelangsungan usaha BUMD.

Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya,
manfaat, dan resiko.

Paragraf 2
Cakupan Restrukturisasi

Pasal 40

Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau
Restrukturisasi perusahaan.

Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

melalui:

a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen,
operasional, sistem, dan prosedur;

b. Penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan
BUMD untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan
kewajiban pelayanan publik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Restrukturisasi dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perubahan bentuk Hukum BUMD
Pasal 41

(1) BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum.



(2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan Restrukturisasi.

(3) Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah Perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan Daerah
menjadi perusahaan umum Daerah.

(4) Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan bentuk hukum BUMD
dilaksanakan sesauai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Keempat
Privatisasi

Paragraf 1
Makdu dan Tujuan

Pasal 42

(1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kinerja dan nilai
tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam
pemilikan saham pada BUMD yang berbentuk perusahaan perseroan Daerah.

(2) Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. memperluas kepemilikan masyarakat;
b. meningkatkan efisiensi dan produktivi tas;
c. memperkuat struktur dan kinerja keuangan;
d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
e. menciptakan badan usaha yang berdaya saing dan berorientasi
global; dan/atau
f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

Paragraf 2
Prinsip dan Kriteria

Pasal 43

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, kemandirian,
akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Pasal 44
Perusahaan perseroan Daerah yang dilakukan Privatisasi harus memenuhi
kriteria:
a. industri atau sektor usahanya kompetitif; atau
b. industri atau sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah.

Pasal 45

Perusahaan perseroan Daerah yang tidak dapat dilakukan Privatisasi meliputi:



a. perusahaan perseroan Daerah yang bidang usahanya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola
oleh BUMD yang 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh
Daerah;

b. perusahaan perseroan Daerah yang bergerak di sektor tertentu yang
oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah diberikan tugas
khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan
dengan kepentingan umum; atau

c. perusahaan perseroan Daerah yang bergerak di bidang usaha
sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dilarang untuk dilakukan
Privatisasi.

Pasal 46

(1) Privatisasi dilaksanakan dengan cara:

penjualan saham langsung kepada pelanggan;

penjualan saham kepada pegawai BUMD yang bersangkutan;
penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal; dan/ atau
penjualan saham langsung kepada investor.

Qoo

(2) Dalam hal BUMD memiliki tujuan kemanfaatan umum, Privatisasi
diprioritaskan dengan cara penjualan saham langsung kepada pelanggan.

Paragraf 3
Tata Cara Privatisasi

Pasal 47

(1) Privatisasi perusahaan perseroan Daerah dilakukan setelah
mendapatkan persetujuan DPRD dan telah disosialisasikan kepada
masyarakat.

(2) Pihak terkait dalam Privatisasi diwajibkan menjaga kerahasiaan atas
informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum
dinyatakan sebagai informasi yang terbuka untuk umum.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 48

(1) Hasil Privatisasi dengan cara penjualan saham milik Daerah merupakan
penerimaan Daerah.

(2) Hasil Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah.
Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Privatisasi dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



BAB X
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,
DAN PEMBUBARAN

Pasal 50

(1) BUMD dapat digabung atau dilebur dengan BUMD lain.

(2) BUMD dapat mengambil alih BUMD lain dan/atau badan usaha lainnya.
Pasal 51

(1) Pembubaran BUMD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Kekayaan daerah hasil pembubaran BUMD dikembalikan kepada Daerah.
Pasal 52

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perseroan Daerah
dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi. Penilaian tingkat kesehatan, dan
hasil evaluasi Perseroan Daerah.

BAB XI
KEPAILITAN

Pasal 53

(1) BUMD dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar
BUMD dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan
DPRD untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.

(3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan dan/atau kelalaian Direksi
dan kekayaan BUMD tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan
tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng
atas kerugian tersebut.

(4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga baik
anggota Direksi yang salah dan/atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima)
tahun sebelum BUMD dinyatakan pailit.

(5) Anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena
kesalahan dan/atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung
renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 54

(1) Dalam hal aset BUMD yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani
kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil aset tersebut



untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan
fungsi aset yang bersangkutan.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih aset yang
dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan pemenuhan
atas kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 55
(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan BUMD.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
a. Sekretaris Daerah;
b. Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan
teknis BUMD; dan

c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan
atas perintah Sekretaris Daerah.

Pasal 56

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan BUMD pada
kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 57

(1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis
BUMD mempunyai tugas melakukan:

Pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;

Pembinaan kepengurusan;

Pembinaan pendayagunaan aset;

Pembinaan pemgembangan bisnis;

Monitoring dan evaluasi;

Administrasi pembinaan; dan

Fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
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(2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi
pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit
kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 58

(1) Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakkan tata kelola
perusahaan yang baik.



(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan
internal dan pengawasan eksternal.

(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh
satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.

(4) Penawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh
Pemerintah Daerah.

(5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
fungsi pengawasan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangal diundangkan. Agar setiap orang

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.
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Pada tanggal 6 April 2020
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dto.
DENDI RAMADHONA K.
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